
Menimbang:

BUPATI TORAJA UTARA
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu
dan anak dan mempercepat pencapaian MDG's telah
ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan,
biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah melalui
Program Jaminan Persalinan ;

b. bahwa agar program jaminan persalinan dapat be{alan
efektif dan efisien dan sesuai dengan kebutuhan di
daerah tempat pelayanan diberikan, perlu ditetapkan
Tarif Pelayanan program Jaminan Persalinan dengan
Peraturan Bupati Tora-ia Utara;

c. bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat
dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana
dan prasarana kesehatan termasuk puskesmas dan
jaringannya membutuhkan pembiayaan sehingga dapat
dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan
akuntabilitas;

d. bahwa menurut Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, penetapzrn tarif Retribusi ditetepkan
dengan Peratwan Kepala Daerah ;

e. bahwa tarif jaminan persalinan sudah tidak sesuai
dengan petunjuk teknis dan kebutuhan di lapangan,
sehingga perlu diadakan perubahan;

f. balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan.



Mengingat : I .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Fidana Korupsi (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O04 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 440O);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 20O4 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O04 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O08 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38lJ'
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 1Ol, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4874);



9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentaag Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (l.cmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O9 Nomor 13O, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (kmbararr Negara Republik Indonesia Tahun
20O9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O63);

11. Undang:Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan (l.,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s2sal;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4337);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5
Tahun 2Ol0 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewengangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010
Nomor 5, Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8
Tahun 2O10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11

Tahun 2O1O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tora-ia Utara Tahun
2O1O Nomor l1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11

Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(lembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Tahun 20ll
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 13);

MEMUTUSKAN:
MenetapKan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF

RETRIBUSI PEI,AYANAN KESEHATAN.

Pasal I
Ketentuan Pasal 8 ayat 2 Lampiran II dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, (Lembaran
Daerah Kabupaten Toraja Utara Ta,hun 2Ol1 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tor4ja Utara
Nomor 13) diubah sebagai berikut :



Pasal 8
(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan

Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan ini.

(2) Struktur dan besaran tarif Jaminan Persalinan di
Puskesmas dan Jaringannya sebagai berikut :

LAMPIRAN II
Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan :

No
Jenis

Pelayanan
Frek

Jasa
Sarana

(Rp)

Jasa
Pelayanan

(Rp)

Total
(RP)

Ket

Pemeriksaan
Kehemilan
(ANc)

4 kali 14.000 66.000 80.000 Mengikuti Buku
Pedoman KtA pada
kasus -kasus/risiko
tinggi frekuensi ANC
dapat>4kalidengan
penanganan di RS
berdasarkan ruiulan.

2 Persalinan
Normal

l kali 25.000 475.000 so0.o00 Besaran
termasuk

biaya ini
untuk

pembayaran
akomodasi pasien
maksimum 24 jam
pasca persalinan,
dengan biaya
akomodasi Rp.
1O.O0O dari Jasa
Sarana.

3 Pelayanan
nifas
termasuk
pelayanan
bayi baru
lahir dan KB
Pas€
persalinan.

4 kali 14.000 66.000 80.000 Berdasarkan Juknis
Jampersal 2012, Tarif
KB Pasca persalinan
sbb :

- IUD dan Implant
Rp.6O.O00 dengan
rincian :

Rp.S.OOO Jasa
Sarana Rp. 55.OOO
Jasa Pelayanan

- Suntik KB Rp.
f0.0OO dengan
rincian :

Rp. 2.000 Jasa
Sarana Rp. 8.000
Jasa Pelayanan.

4 Pelayanan
persalinan
tidak maju
dan atau
pelayanan
pra rujukan
bayi baru
lahir dengan
komplikasi

l kdi 95.000 100.000 Pada saat menolong
persalinan temyata
ada komplikasi, wajib
segera dirujuk.

5 Pelayanan
pasca
keguguran,
persalinan
per vaginam
dengan
tindal<an
emergency
dasar.

I kali 25.O00 625.OOO 650.OO0 Hanya dilakukan di
Puskesmas PONED.

1.

5.000



Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal II
ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja
Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 Mei 2O12

B RAJA UTARA,

FRED K RRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 31 Mei 2012

S DAERAH
KAB TORAJA UTARA,

RANTELAtsI'
BERITA DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 42

')l il r


